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Abstrak 

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka hal ini sudah tentu 

memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Maka pemerintah daerah diberi kesempatan 

untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Bekasi adalah zona ekonomi, zona 

industri, dan banyak lagi. Tentunya besar pula sumber-sumber kontribusi kepada pemerintah dari 

daerah, terutama pajak daerah PBB dan BPHTB yang begitu besar pula kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pengaruh PBB 

dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi dari periode 2011-2016, serta factor- faktor 

peningkatan kontribusi pajak daerah. Metodologi penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, 

dan kuantitatif, di mana data yang sudah diambil adalah data sekunder yang diambil langsung dari 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa PBB dan 

BPHTB tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan taraf 

signifikansi yang diajukan alpha 0.05 atau 5%, lain halnya PBB dan BPHTB secara simultan 

berpengaruh terhadapa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. 

 

Kata Kunci : Pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah, PBB, BPHTB 

 

PENDAHULUAN 

     Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam 

hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan 

kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka 

pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada 

di daerah. Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah 

(Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut 

terdesentralisasi (Elmi, 2002). Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai 

sendiri biaya pembangunannya. Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi 

pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. 

     Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di 

wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah (Memah, 2013). 

Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri daerah pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (UU 

No.32,2004) (kemenkeu.go.id, 2004). Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, 

maka masing-masing daerah dituntut berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli 

Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230313490179131
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      pembangunan nasional sudah dikenal di Indonesia. Pembangunan nasional di 

Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk dapat 

merealisasikan pembangunan itu diperlukan dana yang sangat besar. Salah satunya, 

diperoleh dari pajak. Salah satu jenis pajak yang penerimaan sangat potensial adalah Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

yang dapat memberikan peran penting dalam pembangunan. Pada awalnya Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola 

pemerintah pusat, tetapi kini diserahkan ke pemerintah daerah. Seiring dengan otonomi 

daerah melalui desentralisasi fiskal, tanggal 1 Januari 2011 Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah Kabupaten Bekasi, sedangkan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) khususnya sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah 

Kabupaten Bekasi dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 (Ratnawati & Hernawati, 2016).   

Pengalihan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanh dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup besar kontribusinya terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Bekasi. 

     Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Salah satunya diperoleh dari pajak. Salah satu jenis pajak yang penerimaan sangat 

potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) yang dapat memberikan peran penting dalam pembangunan 

(Badrudin, 2012). Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola Pemerintah Pusat, tetapi kini diserahkan 

ke Pemerintah Daerah, khususnya sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah 

Kabupaten Bekasi dimulai pada tanggal 1 Januari 2013. 

     Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saputro et al., 2014) bahwa Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi sumber 

pendapatan daerah yang cukup besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bekasi, hal ini terdapat pengaruh antara perolehan pajak PBB dan pajak 

BPHTB terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. Pengalihan 

wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi 

sumber pendapatan daerah yang cukup besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian di atas, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memiliki kontribusi yang cukup besar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. 

          Menurut (Rachim & Abd, 2015) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang 

diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-

lain yang sah. Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana 

penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut 

misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut 

diatur oleh peraturan daerah. 

           Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang 

dilaksanakan. (Handoko, 2013) Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari 

penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi 

penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

           PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan 

bangunan, PBB merupakan pajak pusat yang demikian hampir seluruh realisasi 
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penerimaan PBB di serahkan kepada pemerintah daerah baik Propinsi, kabupaten / kota 

(Prasetyo, 2014). PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan 

berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak terutang ditentukan oleh 

keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan (Harjawati, 2016). 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap 

perolehan hak atas tanah atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah 

adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana 

dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Cleveland, 2012). Subjek Pajak Bea 

Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

 
Gambar 1. Desain Penelitian 

METODE 

Jenis Penelitian 

       Dikarenakan penelitian ini berusaha untuk mengetahui kontribusi PBB dan BPHTB 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi, maka metode penelitian yang 

digunakan mengacu pada metode kuantitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan variabel (Siyoto & Sodik, 2015).  Jenis data dalam 

penelitian ini termasuk dalam data sekunder, yaitu data yang diambil dari data yang telah 

ada/tersedia. Data tersebut mencakup semua data Pendapatan Asli Daerah. 

Pengukuran Variabel  

Tabel 1. Pengukuran Variabel 

No Variabel             Indikator Skala 

1 Dependent Variable XI 

(Kontribusi PBB) 

(Suhono & Sulastri, 

2017) 

Realisasi PBB X 100% 

Realisasi PAD 

Rasio 

2 Dependent Variable X2 

(Kontribusi BPHTB) 

(Shoup, 2004) 

Realisasi BPHTB X 100% 

Realisasi PAD 

Rasio 
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3 Kontribusi PBB dan 

BPHTB (X3)  

Realisasi PBB & BPHTB X100% 

Realisasi PAD 

Rasio 

4 Independent Variable Y 

(Pendapatan Asli 

Daerah) (Atakpa 

et al., 2012) 

Besaran Pendapatan Asli Daerah 

Dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil Perusahaan 

milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan, dan lain- 

lain pendapatan asli daerah yang 

sah. 

Rasio 

         Sumber: Diolah Peneliti 

Populasi dan Sampel 

         Populasi yang penulis ambil meneliti kontribusi PBB dan BPHTB terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. Sampel data yang penulis ambil yaitu data 

pajak-pajak daerah Kabupaten Bekasi dari tahun 2011-2016. Terkait dengan itu penulis 

menganalisa data-data yang aktual dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi dan 

sampel-sampel yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah data pajak daerah 

Kabupaten Bekasi 

Teknik Analisa Data 

        Uji Kelayakan Model, tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini 

melalui kelayakan model atau uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji 

prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah 

dikumpulkan. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah 

memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji 

Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas yang akan dibahas lebih lanjut 

satu per satu pada bagian selanjutnya (Siyoto & Sodik, 2015). 

        Analisis Regresi Linier Berganda, untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

digunakan analisis regresi berganda (multiple regression). Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variable independen dengan variabel dependen apakah 

masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Model hubungan variabel akan dianalisis sesuai dengan 

persamaan regresi yaitu : 

Y= α + bX
1
+ bX

2
 +  e 

Dimana : 

Y = Pendapatan Asli Daerah 

α = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X
1
 = Pajak Bumi dan Bangunan 

X
2
 = Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

e = Error 
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HASIL  

Statistik Deskriptif 

          Dari hasil tabulasi data yang penulis olah dalam alat analisa data Eviews 10 untuk 

analisis kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016, 

dapat diuraikan secara statistik deskriptif pada tabel dibawah ini. 

Table 2. Statistik Deskriptif 

           Variabel Independen PBB, Selama periode penelitian yang dilakukan kontribusi 

PBB terhadap PAD mencapai rata-rata 21.110%, dan nilai tengah selama periode 

18.135%. Nilai maksimum kontribusi PBB terhadap PAD yang dicapai selama periode 

penelitian terjadi pada tahun 2011 dengan nilai 31.540%. Sedangkan kontribusi minimum 

PBB terhadap PAD terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 16.700% Sedangkan standar 

deviasi menunjukan bahwa ukuran varian variable PBB sebesar 5.811% dari semua kasus 

varian yang terjadi dalam penelitian ini. Untuk ukuran kecondongan kurva dalam 

penelitian ini cenderung positif dengan nilai 1.108%. dan keruncingan kurva dalam 

penelitian ini positif dengan nilai 2.659%. 

         Variable Independen BPHTB, Selama periode penelitian yang dilakukan kontribusi 

BPHTB terhadap PAD mencapai rata-rata 36.095%. dan nilai tengah selama periode 

36.210%. Nilai maksimum kontribusi yang dicapai selama periode penelitian sebesar 

46.360% terjadi pada tahun 2011. Sedangkan kontribusi minimum terjadi pada tahun 2016 

sebesar 23.620, dikarnakan data yang di dapat realisasi BPHTB untuk 2016 hanya sampai 

November. Sedangkan standar deviasi untuk variabel BPHTB sebesar 7.845%. Dari semua 

kasus varian yang terjadi dalam penelitian ini. Untuk ukuran kecondongan kurva dalam 

penelitian ini cenderung negatif dengan nilai -0.333%. dan keruncingan kurva dalam 

penelitian ini positif dengan nilai 2.305%. 

           Variabel Dependen PAD, Selama penelitian yang dilakukan pencapaian Pendapatan 

Asli Daerah tumbuh dengan rata-rata 118.660%, pencapaian ini bukan hanya dari 

kontribusi pajak daerah saja, dan pencapaian tengah selama periode 119.085% dari target 

100% yang ditetapkan. Nilai maksimum pencapaian terjadi pada tahun 2011 sebesar 

127.420% dari target 100% yang ditetapkan. Dan kontribusi minimum terjadi pada tahun 

2016 dengan nilai 111.470%, karena data yang diterima adalah data Pendapatan Asli 

Daerah dengan realisasi 90% di bulan November. Sedangkan standar deviasi untuk 

variabel dependen PAD adalah 5.784%, dari semua kasus varian yang terjadi dalam 

variabel penelitian ini. Untuk ukuran kecondongan kurva dalam penelitian ini cenderung 

positif dengan nilai 0.198%. dan keruncingan kurva dalam penelitian ini positif dengan 

nilai 2.025% 
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Uji Kelayakan Model 

Hasil Uji Normalitas Data 

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas 

        Dari hasil output uji normalitas nilai probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung 0.941 

lebih besar dari tingkat alpha 0.05 (5%). probabilitas JB > alpha 0.05, maka dapat 

disimpulkan residual terdistribusi normal dan asumsi klasik tentang kenormalan telah 

terpenuhi. 

Hasil Uji Autokolerasi 

Tabel 3. Hasil Uji Autokolerasi 

       Dari hasil output uji autokolerasi nilai probabilitas F(2.1)  sebesar 0.6028 dapat 

juga disebut nilai probabilitas F hitung. Nilai probabilitas F 0.6028 > alpha 0.05 sehingga, 

berdasarkan uji hipotesis, h0 diterima dan kesimpulannya tidak terjadi autokolerasi. 
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Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 4. Hasil Uji VIF 

          Dari hasil uji multikolinieritas menunjukan pada tabel kolom Centered VIF, nilai VIF 

untuk variabel PBB 2.474074, dan Nilai VIF untuk variabel BPHTB 2.474074, kedua 

kedua variabel tersebut tidak ada yang lebih dari 10. VIF < 10 , berdasarkan syarat asumsi 

klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi yang baik adalah yang terbebas dari 

adanya multikolinieritas. Berdasarkan uji hipotesis, H0 diterima yang artinya model regresi 

linier di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 5. Hasil Uji Glejser 

            Dari output hasil uji heteroskedastisitas model glejser, nilai probabilitas F-Statistik 

(F hitung) 0.6736 lebih besar dari tingkat alpha 0.05, probabilitas F hitung > alpha 0.05, 

sehingga berdasarkan uji hipotesis, H0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi linier ini. 
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Uji Hipotesis 

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis 

Koefisien Determinasi 

          Dari hasil output di atas menunjukan besarnya nilai adjusted R-squared sebesar 0,818 

yang berarti variasi dua variabel PBB, dan BPHTB mampu menjelaskan 81,8% variasi 

variabel PAD. Jadi model regresi sangat baik, sedangkan sisanya 18,2% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

Uji Signifikansi Simultan (F) 

          Hasil output di atas menunjukan nilai F-Statistik 12.256 dengan Probabilitas 0.036 < 

0.05 (5%) maka dapat disimpulkan kedua variabel PBB, dan BPHTB secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap PAD. 

Uji Signifikansi Parameter Individual (t) 

         Hasil uji t menunjukan bahwa nilai variabel PBB 0.5598 > alpha 0.05 yang berarti 

tidak berpengaruh terhadap PAD, sedangkan nilai variabel BPHTB 0.0793 > alpha 0.05, 

yang berarti tidak berpengaruh terhadap PAD. 

PEMBAHASAN 

        Berdasarkan hasil uji hipotesis masing-masing variabel dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut, 

Pengaruh PBB terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016. 

      Dari hasil uji hipotesis dalam penelitian ini bahwa PBB tidak berpengaruh terhadap 

PAD. Dengan hasil perhitungan nilai probabilitas variable PBB 0.5598 > tingkat 

signifikan 0.05, dengan demikian H1o diterima dan H1a ditolak, pengujian ini secara 

statistik membuktikan bahwa variable PBB tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten 

Bekasi. Hal ini sama dengan penelitian sebelunya oleh (Arditia, 2013), yang menguji 

pengaruh PBB terhadap PAD dengan hasil analisis bahwa PBB tidak berpengaruh terhadap 

PAD. Hal ini disebabkan karena yang diteliti adalah sebagian dari sebelas elemen pajak 

daerah Kabupaten Bekasi, sedangakn elemen dari PAD pun bukan hanya pajak daerah, 

melainkan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan, tentu saja kontribusi nya 

tidak signifikan, dalam artian bahwa kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Bekasi rata-

rata hanya 21.110% kepada Pendapatan Asli Daerah. 
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Pengaruh BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016. 

           Dari hasil uji hipotesis dalam penelitian ini bahwa BPHTB tidak berpengaruh 

terhadap PAD. Dengan hasil perhitungan nilai probabilitas BPHTB 0.0793% > tingkat 

signifikan 0.05, dengan demikian H2o diterima dan H2a ditolak, pengujian ini secara 

statistik membuktikan bahwa variable BPHTB tidak berpengaruh terhadap PAD 

Kabupaten Bekasi. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh (Kosasih et al., 2012), 

yang menguji pengaruh BPHTB terhadap PAD dengan hasil analisa bahwa BPHTB tidak 

berpengaruh terhadap PAD. Hal ini disebabkan karena yang diteliti adalah sebagian dari 

sebelas elemen pajak daerah Kabupaten Bekasi, sedangakn elemen dari PAD pun bukan 

hanya pajak daerah, melainkan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan, tentu 

saja kontribusinya tidak signifikan, dalam artian bahwa kontribusi PBB terhadap PAD 

Kabupaten Bekasi rata-rata hanya 36.095% kepada Pendapatan Asli Daerah. 

Pengaruh PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016. 

           Dari hasil uji hipotesis dalam penelitian ini bahwa PBB dan BPHTB berpengaruh 

terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016, dengan nilai probabilitas F-hitung 

0.036 < tingkat signifikan 0.05, dengan demikian H1o ditolak dan H1a diterima, pengujian 

ini secara statistik membuktikan bahwa variabel PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap 

PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya 

oleh (De Rooy & Budiarso, 2015), yang menguji PBB dan BPHTB terhadap PAD dengan 

hasil analisa bahwa PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap PAD. Hal ini disebabkan 

karena kontribusi PBB dan BPHTB digabung dan kontribusinya terhadap PAD sangat baik 

dengan rata-rata kontribui 57.26% sangat dari tingkat klasifikasinya. Jadi secara 

simultan varibel PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi 

periode 2011-2016. 

KESIMPULAN 

          Berdasarkan analisa dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai pengaruh dan 

kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi periode 

2011 sampai dengan 2016, maka dapat disimpulkan, 1). Hasil pengujian yang dilakukan 

menunjukan bahwa PBB berkontribusi terhadap PAD Kabuapten Bekasi, yaitu dengan 

rata-rata 21.110% sisanya dari pajak daerah yang lainnya walaupun walaupun realisasi 

penerimaan PBB melebihi 100% dari target, tetapi yang diterima oleh PEMDA sebesar 

21.110% yang kriterianya sedang, dan dari pengujian hipotesis pun pengaruh PBB tidak 

berpengaruh terhadap PAD, dikarenakan kontribusi yang hanya 21.110% terhadap PAD 

dari sebelas pajak daerah kabupaten Bekasi. 2). Hasil pengujian yang dilakukan 

menunjukan bahwa BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu dengan 

rata-rata 36.095%, sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi penerimaan 

BPHTB melebihi target 100%, tetapi yang yang diterima oleh PEMDA sebesar 36.095% 

yang kriterianya cukup baik. 3). hasil pengujian hipotesis pun pengaruh BPHTB tidak 

berpengaruh terhadap PAD. dikarenakan kontribusinya 36.095% terhadap PAD dari 

sebelas pajak daerah Kabuapten Bekasi. 3). Hasil pengujian yang dilakukan menunjukan 

bahwa PBB dan BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata 

kontribusinya 57.26%, sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi penerimaan 

PBB dan BPHTB melebihi 100% dari target, tetapi yang diterima oleh PEMDA sebesar 

57.26% yang kriterianya sangat baik, dan dari hasil pengujian hipotesis pun pengaruh 

PBB dan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD, dikarnakan kontribusi mencapai 

57.26% terhadap PAD dari sebelas pajak daerah Kabupaten Bekasi, karena PBB dan 
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BPHTB adalah pajak daerah yang paling besar kontribusinya terhapat pendapatan Asli 

Daerah. 
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